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GTIBERNliR LAf\lPTJ\:Ci. 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Kctentuan pasal 8 ayat (.2/ Pcraturun \ lentcri 
Dalam Neceri NomOI' 13 Tahun .2006 tentanu PedOm311 Penuclola.m Kt'II~H1!..'.an 

~	 ~ ~-
Daerah dipandang perlu menunjuk Kuasa lsendahara lmum Daeruh I B1 l) I f'r\)\ in-: 
Lampung Tahun Anggaran .2011 Jan menetapkannv a dengan Kl.'PlIlU:<H1 Gubernur 
Lampung: 

1.	 Undang-Undang Nornor ~::: Tahun :::U( J-J. tentaru; I'cruerintahun Duerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan lndan:;-l I1dang ".1l\lWr 

1.2 Tahun .2008:
 
Peraturan Pemerintah l\nmor 58 Tahun .200:' tentang Pengell 'LUll KL'1I~1I1gall
 

Daerah:
 

3.	 Peraturan Perncrintah N01110r 38 Tahun 2U07 ientang Pembagiun rusan 
Pemerintahan antara Pemerintah. Pernerintahan Daerah ]>1'1 1\ in'-' dun 
Pemerintahan Daerah Kabupatcn Kora: 

-J..	 Peraturan Pemermtah Nornor 71 I'ahun 2U1(I tentang ~und~lr .'\k uutunvi 
Pemerintahan: 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri NOl11or 13 Tahun 2()U(1 tenuuu; Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairuana teiah diubah denuan Perururan 
Menteri Dalam Negl:'ri Nomen 59 Tahuu .2()()7: 

6.	 Peraturan Daerah Prov insi Lampung N,1l1Wr l ahun ~(II(/ tentung \Il:':'~clrctll 

Pendapatan dan Belanja Daerah (;\PBD I Prox insi l.ampung l ahun .\I1::::::'lr'1I1 

2011. 

l\IE~H!TlTSKAN: 

Menunjuk Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Kcuangan Sckrciariat Dueruh 
Provinsi Lampung sebagai Pejabat Kuasa Bendahara l [mum Daerah (BI [)) '-'1"0\ in-: 
Lampung Tahun An!2i:!3Un .2011. 

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Dikrum J-...e":llll mempuu. ai 
tugas dan wewenang untuk menerbitkan Surat Periniuh Pencairun Dana (~P.2 D) 
Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah Prox insi Larupuug Tahun \ntctcdran ~I) 11. 

Kuasa Bendaharawan 11l11ul1l Daerah dalnm melaksanakan lugasn) a berunggllng 
Ja\"liab dan n1L'lLlporklll1 b".~il ]'"I"\;."'\I1''-\1'-n:" L"F',..~1" tL'nLLlh,"'· L I l1HlIll l ) kT,,1, 
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6. Seksi Bidang 
Marching Band 

Seksi Bidang 
KORSIK 

LAMPlRAN II	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ / B.IX /HK/2011 
TANGGAL 2011 

URAIAN TUGAS
 
PENGURUS GlTA PRAJA SABURAI (GPS)
 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 
PERIODE 2011 - 2013
 

Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja 
Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun 
yang bersifat teknis. 

Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan 
kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung, 

a. perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah 
Provinsi Larnpung: 

b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana; 
c. pernbinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi: dan 
d. pelayanan administrasi. 

a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Gita	 Praja Saburai (GPS) 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan 
c. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Bidang Marching 

Band, dan Seksi Bidang KORSIK. 

a.	 bertanggungjawab atas pengelo1aan dana Gita Praja Saburai (GPS) 
Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan 
Ketua GPS: dan 

b. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas 
yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi. 

a. rnerencanakan. mempersiapkan kegiatan Marching Band Gita Praja 
Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung; 

b. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil: 
dan 

c.	 rnelaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua, 

a. rnerencanakan, mempersiapkan kegiatan KORSIK Gita Praja Saburai 
(GPS) Pemerintah Provinsi Lampung; 

b. mengkoordinir anggota KORSIK pada saat latihan dan tampil: dan 
c. melaporkan hasil kegiatan KORSIK kepada ketua, 

GUBE 



KEEMPAT	 Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksauaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 
G/ /B.\'I/HK/20J 0 tentang Penuniukan Bendahara Umum Daerah Provinsi 
Lampuug 1 ahun Anggaran 2011. 

J(ELIMA	 Keputusan ini mulaiberlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 
31 Desernher 201 L dengan ketentuan apabila dikernudian hari tern: ata terdapat 
kekeliruan dalam Keputu-an ini akan diadakan pembeiulan sebagairnana mesunya. 

Ditetapkan di Telukbetung 

Pacta tanuzal 7'-/- ."',?/ 'I 
L be./	 ...7-V(1 

GllBERN 

T<;'11 .husan: 
Ketua BPI\. RI di Jakarta; 
K.:tua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung: 
lnspektur Prov insi Larnpung eli Bandar Lrmpung: 

-I I(epala Bappeda Prov ithi Larnpung di Telukbctung 
Kepala BPI\.P Perwakilan Lampung di Banda! Larupung: 

() Kepala Kantor Wilayah VII D.lP Bandar l.ampung di Bandar Lampung: 
Kepala KPPN Bandar Larnpung di Bandar Lampung: 

~. Kepala Kantor Pajak Pratarna Tanjungkarang di Bandar l.ampung: 
II Direktur PT Bank l.ampung di Telukbetung: 
III Kepala Satuan Kerja Perangl.at Daerah di Linckunuan Pemerintah Prox insi Larnpung: 


